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ABSTRACT

The Constitutional Court of Indonesia (MK) plays a strategic role in safeguarding constitutional supremacy as the
foundation of the Indonesian rule of law, primarily through its authority to conduct judicial review, resolve disputes
of constitutional authority, dissolve political parties, and adjudicate electoral result disputes. This article examines
how the Court performs these functions while addressing challenges related to decision consistency, institutional
compliance, and political dynamics affecting perceptions of judicial independence. The study introduces novelty by
arguing that the Court’s role extends beyond that of a mere guardian of the constitution to that of a stabilizer within
Indonesia’s evolving constitutional architecture, especially after amendments that expanded mechanisms of power
control. Using a normative-juridical research method grounded in analyses of decisions, regulations, and
constitutional doctrines, this article demonstrates that strengthening the Court requires not only internal reform but
also systemic support through institutional obedience and societal constitutional culture. The findings highlight that
the effectiveness of the Court in maintaining constitutional supremacy depends on the integrity of its decisions,
coherence of its interpretations, and its ability to distance itself from increasingly complex electoral politics.

Keywords: Constitutional Court, constitutional supremacy, judicial review, constitutional system, judicial
independence

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi strategis dalam menjaga supremasi konstitusi sebagai pilar utama negara
hukum Indonesia, terutama melalui kewenangannya melakukan pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa
kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, serta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.
Artikel ini menganalisis bagaimana MK menjalankan fungsi tersebut secara efektif sekaligus mengevaluasi tantangan
yang muncul terkait konsistensi putusan, kepatuhan lembaga negara, serta dinamika politik yang memengaruhi
persepsi independensi lembaga. Penelitian ini menawarkan novelty berupa argumentasi bahwa peran MK tidak hanya
sebagai guardian of the constitution tetapi juga sebagai stabilizer dalam arsitektur ketatanegaraan modern, terutama
setelah perubahan konstitusi yang memperluas ruang kontrol terhadap kekuasaan. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis-normatif berbasis analisis putusan, regulasi, dan doktrin ketatanegaraan, artikel ini menunjukkan
bahwa penguatan MK tidak hanya memerlukan reformasi internal, tetapi juga dukungan sistemik melalui kepatuhan
institusional dan budaya konstitusional masyarakat. Hasil analisis menegaskan bahwa efektivitas MK dalam menjaga
supremasi konstitusi bergantung pada integritas putusan, konsistensi tafsir, serta kemampuan MK menjaga jarak dari
kontestasi politik elektoral yang kian kompleks.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, supremasi konstitusi, judicial review, ketatanegaraan, independensi peradilan
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PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada masa
reformasi telah membawa transformasi fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu
perubahan paling signifikan adalah lahirnya lembaga peradilan baru yang disebut Mahkamah Konstitusi
(MK), yang eksistensinya secara tegas diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Lembaga ini hadir
sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, dan
diberi mandat konstitusional untuk menjadi benteng terakhir dalam penegakan supremasi konstitusi di
Indonesia.!

Kehadiran Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari kegagalan sistem ketatanegaraan
sebelumnya yang menganut supremasi parlemen (parliamentary supremacy). Pada era sebelum
amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara
memegang kedaulatan rakyat secara absolut tanpa mekanisme pengawasan yang efektif.? Tidak adanya
lembaga yang berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas produk hukum menyebabkan potensi
pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara menjadi sangat besar. Perubahan konstitusi
pascareformasi secara fundamental merombak arsitektur ketatanegaraan dengan menempatkan konstitusi
sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land), yang berarti seluruh produk hukum dan kebijakan
negara harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi diberikan empat
kewenangan utama: pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; kedua, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; ketiga,
memutus pembubaran partai politik; dan keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Selain itu, berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, MK juga memiliki kewajiban untuk memberikan
putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kelima kewenangan ini secara bersama-sama dirancang
untuk menempatkan MK sebagai the guardian of the constitution dan the final interpreter of the
constitution, yaitu lembaga yang bertugas mengawal agar seluruh penyelenggaraan negara tetap berjalan
sesuai dengan koridor konstitusi.?

Namun, dalam perjalanannya sejak berdiri pada tahun 2003 hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi
tidak hanya menuai pujian sebagai lembaga yang berhasil menegakkan keadilan konstitusional, tetapi juga
menghadapi berbagai kritik dan kontroversi yang serius. Di satu sisi, MK telah menunjukkan kinerja yang
mengesankan dengan memutus ribuan perkara pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilihan
umum, yang secara nyata telah berkontribusi pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan
penguatan sistem checks and balances antarlebaga negara. Di sisi lain, MK juga dituding telah melampaui
batas kewenangannya melalui putusan-putusan yang bersifat quasi-legislative atau bahkan positive
legislator, yaitu tindakan menciptakan norma hukum baru yang seharusnya menjadi ranah kekuasaan
legislatif. Kritik paling tajam muncul pasca putusan MK Nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang batas usia

! Devi Anggreni et al., “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Kedaulatan Hukum Di Indonesia,”
Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara 3, no. 1 (2024): 11-26,
https://doi.org/https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.868.

2 Agung Budi Laksono and Ferry Anggriawan, “Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam
Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Bhirawa Law
Journal 6, no. 1 (2025), https://doi.org/https://doi.org/10.26905/blj.v6i1.15547.

3 A Junaedi Karso, Wahyudi Wahyudi, and Sukino Sukino, Buku Ajar Konstitusi Dan Kelembagaan Negara
Indonesia (CV Eureka Media Aksara, 2025).
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calon presiden dan calon wakil presiden, yang dinilai banyak pihak sebagai bentuk judicial activism yang
membahayakan prinsip supremasi konstitusi itu sendiri.*

Kesenjangan (research gap) yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah adanya
dikotomi antara pengakuan atas peran positif MK dalam menjaga supremasi konstitusi di satu sisi, dan
berbagai masalah serta kontroversi yang membayangi kinerja MK di sisi lain. Meskipun telah banyak
penelitian yang membahas peran MK, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial hanya
menyoroti satu kewenangan tertentu atau menganalisis putusan-putusan tertentu secara terpisah tanpa
memberikan gambaran yang komprehensif dan integratif tentang bagaimana MK secara keseluruhan
menjalankan fungsinya sebagai penjaga supremasi konstitusi serta tantangan-tantangan sistemik yang
dihadapinya. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dalam bentuk analisis holistik
yang tidak hanya memetakan seluruh kewenangan MK sebagai pilar supremasi konstitusi, tetapi juga
mengidentifikasi problematika fundamental yang terkait dengan independensi, akuntabilitas, dan
efektivitas pengawasan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat (final and binding).
Kebaruan lainnya adalah penawaran kerangka konseptual tentang bagaimana menyeimbangkan
kewenangan luas MK dengan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang demokratis, sehingga supremasi konstitusi dapat ditegakkan tanpa
mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan negara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif® (normative legal research) yang
bertumpu pada studi kepustakaan (/ibrary research) dengan bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020), serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan fokus penelitian,
termasuk Putusan MK Nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang batas usia capres-cawapres dan Putusan MK Nomor
91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah basis normatif kewenangan MK, pendekatan
konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji doktrin supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan,
dan judicial review, serta pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis putusan-putusan MK yang
kontroversial sebagai studi kasus. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmu hukum tata negara, jurnal-jurnal
hukum, artikel ilmiah, dan bahan-bahan kepustakaan lain yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan untuk
memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah-istilah hukum tertentu. Teknik pengumpulan bahan hukum
dilakukan melalui studi dokumen, yaitu identifikasi, inventarisasi, dan sistematisasi bahan-bahan hukum yang
terkait dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan
metode interpretasi, yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis untuk
memahami makna ketentuan hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis
secara kritis untuk menemukan hubungan dan konsistensi antarketentuan, serta untuk mengidentifikasi
problematika implementasi kewenangan MK dalam menjaga supremasi konstitusi.

4 Fuad Hasim, “Constitutional Court Ruling Number 90/PUU-XX1/2023 Regarding Aspects of Human
Rights,” ANAYASA: Journal of Legal Studies 1, no. 2 (2024): 121-34,
https://doi.org/https://doi.org/10.61397/ays.v1i2.98.

> Wahyudi and A Junaedi Karso, Metode Penelitian Mixed Methods: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif
(Yogyakarta: Penamuda Media, 2026).
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PEMBAHASAN

Konstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pilar Supremasi Konstitusi

Landasan teoretik keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak
dapat dipisahkan dari doktrin supremasi konstitusi yang menjadi fondasi negara hukum modern. Dalam
perspektif Hans Kelsen, supremasi konstitusi mensyaratkan adanya mekanisme pengujian
konstitusionalitas produk hukum yang dihasilkan oleh badan legislatif, karena konstitusi
sebagai grundnorm (norma dasar)® harus menjadi batu uji bagi seluruh norma hukum di bawahnya. Teori
hierarki norma Kelsen menegaskan bahwa suatu norma hukum dikatakan sah jika pembentukannya
didasarkan dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya
mencapai grundnorm yang merupakan fondasi tertinggi. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 menempati
posisi sebagai grundnorm (atau lebih tepat staatsgrundgesetz) yang menjadi sumber legitimasi bagi
seluruh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya lembaga yang berwenang menguji
konstitusionalitas produk hukum, maka supremasi konstitusi hanya akan menjadi slogan tanpa makna.
Oleh karena itu, Kelsen secara eksplisit menganjurkan keberadaan suatu constitutional
court atau constitutional council yang bertugas melakukan judicial review terhadap undang-undang, guna
memastikan bahwa badan legislatif tidak melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan oleh
konstitusi.

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali pada periode 1999-2002 telah
mengubah secara fundamental struktur ketatanegaraan Indonesia, dari sistem supremasi parlemen menuju
supremasi konstitusi. Sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dipegang sepenuhnya oleh MPR sebagai
lembaga tertinggi negara, sehingga tidak ada lembaga yang dapat menguji produk hukum MPR. Kondisi
ini mencerminkan ajaran parliamentary supremacy ala sistem Westminster yang tidak mengenal judicial
review terhadap undang-undang.” Namun, pengalaman Orde Baru menunjukkan bahwa supremasi
parlemen justru melahirkan tirani mayoritas dan pemusatan kekuasaan yang ekstrem, karena MPR yang
didominasi eksekutif dapat mengubah konstitusi kapan saja sesuai kehendak penguasa. Setelah
amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, dan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD
1945 dengan pembagian kekuasaan yang jelas antarlembaga negara. Konsekuensi logis dari perubahan ini
adalah perlunya lembaga baru yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antarlebaga
negara dan melakukan pengujian konstitusionalitas produk legislatif. Dalam hal ini, Indonesia mengadopsi
model centralized constitutional review khas Eropa Kontinental (model Kelsenian) yang memisahkan
pengujian  konstitusionalitas =~ undang-undang  dari  peradilan  biasa, berbeda  dengan
model decentralized Amerika Serikat di mana setiap hakim biasa dapat menguji konstitusionalitas undang-
undang.®

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, dengan mengacu pada
pengalaman negara-negara seperti Jerman (Bundesverfassungsgericht), Austria (Verfassungsgerichtshof),
dan Korea Selatan (Constitutional Court).? Kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD
1945 bersifat unik karena MK merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang putusannya bersifat final
dan mengikat pada tingkat pertama dan terakhir. Artinya, tidak ada upaya hukum banding, kasasi, atau
peninjauan kembali terhadap putusan MK. Sifat putusan yang final and binding ini memberikan kepastian

¢ E Fernando M Manullang, “Mempertanyakan Pancasila Sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis Dalam
Perspektif Fondasionalisme,” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 2 (2020): 284-301.

7 Erdogan Keskin, “The Principle of Supremacy of the Parliament in British Constitutional Law, Its
Limitations and Brexit,” Erzincan L. Rev. 25 (2021): 47.

8 Tom Ginsburg et al., “Models of Constitutional Review,” 2023.

® Michael Hein, “Do Constitutional Entrenchment Clauses Matter? Constitutional Review of Constitutional
Amendments in Europe,” International Journal of Constitutional Law 18, no. 1 (2020): 78-110.
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hukum sekaligus menempatkan MK dalam posisi istimewa dalam sistem ketatanegaraan.'® Dalam praktik
peradilan konstitusi di berbagai negara, putusan constitutional court memang pada umumnya bersifat final
tanpa peluang banding, namun Indonesia memberikan konsekuensi yang lebih jauh: putusan MK bahkan
tidak dapat ditinjau kembali sekalipun ditemukan bukti baru atau kekhilafan hakim yang nyata. Hal ini
berbeda dengan putusan Mahkamah Agung yang masih dapat diajukan peninjauan kembali. Keistimewaan
ini tentu memerlukan pertanggungjawaban moral dan intelektual yang sangat tinggi dari para hakim
konstitusi, karena kesalahan dalam memutus perkara tidak dapat dikoreksi lagi melalui jalur hukum.

Kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review) menjadi
instrumen paling penting dalam menjaga supremasi konstitusi. Kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan
bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Melalui kewenangan ini, setiap undang-undang
yang dihasilkan oleh DPR bersama Presiden dapat diuji konstitusionalitasnya jika terdapat warga negara
atau pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Para pemohon dapat berasal dari perorangan
warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, maupun
lembaga negara. Dalam perkembangannya, MK juga menerapkan prinsip legal standing yang longgar,
yakni siapa pun yang dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional spesifik, aktual, dan potensial
(atau setidak-tidaknya bersifat potential loss) dapat mengajukan permohonan. Dengan demikian, akses
keadilan konstitusional menjadi semakin terbuka bagi masyarakat luas. Hakim MK Jimly Asshiddiqgie
pernah menyebut bahwa MK adalah the people’s court, karena warga negara biasa pun dapat menggugat
undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya.'!

Dengan adanya judicial review, MK tidak hanya berfungsi sebagai negative legislature yang
membatalkan undang-undang inkonstitusional, tetapi juga secara tidak langsung memaksa legislatif untuk
lebih berhati-hati dalam membentuk undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Bahkan
dalam beberapa putusan, MK telah bertindak sebagai positive legislature dengan menciptakan norma baru
(misalnya dalam putusan mengenai ambang batas presiden atau presidential threshold, serta putusan
mengenai syarat usia calon kepala daerah). Fenomena ini memunculkan perdebatan mengenai batas-
batas judicial activism versus judicial restraint, namun tidak dapat dipungkiri bahwa peran MK dalam
menjaga supremasi konstitusi semakin meluas. Praktik peradilan konstitusi di berbagai negara
menunjukkan bahwa keberadaan lembaga semacam ini merupakan ciri khas negara hukum demokratis
yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi di atas supremasi lembaga politik manapun. Di Jerman
misalnya, Bundesverfassungsgericht bahkan dikenal sebagai Hiiter der Verfassung (penjaga konstitusi)
yang berwenang membatalkan undang-undang yang melanggar Grundgesetz. Demikian pula di Korea
Selatan, Constitutional Court memainkan peran penting dalam mengawal demokratisasi dan melindungi
hak asasi warga negara.

Konstruksi kewenangan MK di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya
dari negara-negara lain. Pertama, selain judicial review, MK juga memiliki kewenangan memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan ini tidak selalu
ditemukan di semua negara yang memiliki constitutional court, karena biasanya sengketa antarlebaga
negara diselesaikan melalui mekanisme politik atau oleh mahkamah agung. Kedua, MK Indonesia
berwenang memutus pembubaran partai politik, suatu kewenangan yang di beberapa negara seperti Jerman

10 Antoni Putra, “Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-
Undang,” Jurnal Yudisial 14, no. 3 (2021): 291-311, https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425.

! Bisariyadi Bisariyadi, “Peradilan Berpancaran ‘Sinar Ketuhanan’: Mahkamah Konstitusi Dalam Masa
Kepemimpinan Arief Hidayat (2015-2017),” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 1 (2020): 193-215,
https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art10.
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dipegang oleh Bundesverfassungsgericht tetapi di negara lain seperti Amerika Serikat tidak dikenal karena
partai politik dilindungi oleh kebebasan berserikat. Ketiga, MK Indonesia juga berwenang memutus
perselisihan hasil pemilihan umum, yang di negara lain seringkali menjadi kewenangan electoral
court atau pengadilan khusus tersendiri. Keempat, MK memiliki kewajiban memberikan putusan atas
pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang merupakan
prosedur impeachment dalam sistem presidensial Indonesia. Kombinasi kelima kewenangan ini
menunjukkan bahwa perancang UUD 1945 (setelah amandemen) ingin menjadikan MK sebagai lembaga
super-body dalam sistem ketatanegaraan, yang tidak hanya mengawal konstitusi tetapi juga menyelesaikan
hampir semua sengketa konstitusional yang mungkin timbul.

Konstruksi kewenangan MK juga terkait erat dengan konsepsi negara hukum (rechtsstaat/rule of
law). Dalam negara hukum modern, supremasi konstitusi mensyaratkan adanya jaminan terhadap hak-hak
dasar warga negara, pemisahan kekuasaan yang jelas, dan mekanisme kontrol yang efektif. MK berfungsi
sebagai guardian of the constitution dan final interpreter of the constitution, yang berarti tafsirannya
terhadap UUD 1945 menjadi tafsir otentik yang mengikat seluruh lembaga negara termasuk MPR, DPR,
dan Presiden. Hal ini menempatkan MK pada posisi sentral dalam sistem checks and balances. Namun,
tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat dapat
menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya judicial tyranny atau kediktatoran yudisial. Untuk
mengantisipasi hal ini, para pendiri MK merancang mekanisme pengawasan internal melalui Majelis
Kehormatan Hakim (MKH) yang dibentuk secara ad hoc untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik.
Namun, efektivitas MKH sering dipertanyakan karena dibentuk oleh dan terdiri atas hakim MK sendiri.
Oleh karena itu, wacana pembentukan Court of Ethics yang independen dari MK terus mengemuka.'? Di
samping itu, terdapat juga wacana untuk membatasi masa jabatan hakim konstitusi yang saat ini 5 tahun
dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, menjadi satu periode yang lebih panjang
misalnya 9 atau 12 tahun tanpa pemilihan ulang, guna meningkatkan independensi.

Dari perspektif ilmu hukum tata negara, konstruksi kewenangan MK sebagai pilar supremasi
konstitusi juga harus dipahami dalam kerangka teori limited government dan constitutional democracy."
Konstitusi berfungsi sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan pemerintah sekaligus melindungi hak-
hak warga negara. Tanpa adanya lembaga yang berwenang menegakkan batasan-batasan tersebut,
konstitusi akan kehilangan daya efektivitasnya. Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem
presidensial dengan multipartai, koalisi politik seringkali menghasilkan undang-undang yang sarat dengan
kepentingan kekuasaan. Kehadiran MK menjadi penyeimbang penting agar undang-undang tersebut tidak
bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional, terutama hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial.
Data statistik sejak 2003 hingga 2024 menunjukkan bahwa MK telah memutus ratusan perkara pengujian
undang-undang, dengan sekitar 20-30% di antaranya dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Angka ini
menunjukkan bahwa memang banyak undang-undang yang memerlukan koreksi konstitusional. Dengan
demikian, konstruksi kewenangan MK bukanlah suatu kemewahan atau beban tambahan bagi sistem
ketatanegaraan, melainkan suatu keharusan logis (logische Notwendigkeit) dalam negara hukum modern.
Ke depan, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga konsistensi, integritas, dan independensi MK agar
tetap menjadi benteng supremasi konstitusi, bukan justru menjadi sumber penyimpangan konstitusi itu
sendiri. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan profesionalisme hakim, dan pengawasan publik
yang berkelanjutan menjadi keniscayaan agar MK benar-benar layak disebut sebagai the guardian of the
constitution dan the soul of constitutional democracy.

12 Dina Kartikasari and Saiful Risky, “The Idea of Independent Judicial Ethics Courts in Indonesia: Gagasan
Pengadilan Etik Kehakiman Independen Di Indonesia,” JAPHTN-HAN 4, no. 1 (2025): 65-84,
https://doi.org/https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.156.

13 Ma’ruf Cahyono, “Public Participation for Constitutional Democracy and Constitutional Governance Based
on Law No. 17 of 2014,” Lex Publica 5, no. 2 (2018): 13-22.
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Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Hukum Nasional

Mahkamah Konstitusi menjalankan peran sentralnya dalam menjaga supremasi konstitusi terutama
melalui kewenangan judicial review yang secara konsisten dijalankan sejak awal berdiri pada tahun 2003
hingga saat ini. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan melalui dua jenis pengujian,
yaitu pengujian materiil dan pengujian formil. Pengujian materiil bertujuan untuk menilai apakah substansi
atau muatan suatu undang-undang bertentangan dengan norma-norma dalam UUD 1945, sedangkan
pengujian formil bertujuan untuk menilai apakah proses pembentukan undang-undang telah sesuai dengan
prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pengujian
formil merupakan kewenangan yang relatif baru, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 51A ayat (3)
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pengujian formil ini penting karena seringkali pelanggaran
terhadap hak-hak konstitusional warga negara tidak hanya disebabkan oleh substansi undang-undang itu
sendiri, tetapi juga oleh proses pembentukannya yang cacat prosedur. Putusan MK Nomor 91/PUU-
XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja menjadi preseden penting karena untuk
pertama kalinya MK menyatakan bahwa suatu undang-undang dinyatakan inkonstitusional bersyarat
akibat cacat formil dalam proses pembentukannya, meskipun substansi undang-undang tersebut tidak
sepenuhnya bertentangan dengan konstitusi.'* Putusan ini memperluas cakupan perlindungan
konstitusional karena membuka kemungkinan bagi warga negara untuk mengajukan uji formil terhadap
undang-undang yang proses pembentukannya tidak transparan atau tidak partisipatif.

Selain judicial review, MK juga menjalankan peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi
melalui kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Kewenangan ini lahir sebagai
konsekuensi logis dari perubahan struktur ketatanegaraan pascaamandemen UUD 1945. Dalam sistem
presidensial yang dianut Indonesia setelah amandemen, hubungan antarlebaga negara tidak lagi bersifat
hierarkis melainkan setara berdasarkan prinsip checks and balances. Kesetaraan ini, meskipun diperlukan
untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, juga menimbulkan potensi sengketa mengenai batas-batas
kewenangan masing-masing lembaga. MK hadir sebagai penengah atau arbiter konstitusional yang
memutus sengketa kewenangan tersebut secara final dan mengikat.!> Melalui kewenangan ini, MK dapat
menentukan lembaga mana yang berwenang menjalankan suatu fungsi tertentu berdasarkan tafsirannya
atas konstitusi, sehingga konflik kewenangan yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dapat
dihindari.

Kewenangan MK selanjutnya yang tak kalah penting adalah memutus perselisihan hasil pemilihan
umum. Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan
rakyat. Namun, perselisihan hasil pemilu hampir tidak terhindarkan, terutama dalam kontestasi politik yang
sangat kompetitif. Sebelum dibentuknya MK, penyelesaian sengketa hasil pemilu tidak memiliki kepastian
hukum dan seringkali menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Dengan adanya kewenangan ini,
MK telah berperan penting dalam menjaga legitimasi demokrasi melalui penyelesaian sengketa hasil
pemilu secara independen, transparan, dan adil. Putusan MK dalam sengketa hasil Pemilu Presiden 2019,
meskipun menuai kontroversi, menunjukkan bagaimana MK menjalankan perannya sebagai benteng
terakhir penegakan keadilan pemilu. Putusan-putusan MK dalam sengketa pilkada juga secara signifikan
telah berkontribusi dalam perbaikan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Kewenangan MK untuk
membubarkan partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945, meskipun jarang digunakan,

14 Didit Setiawan, “ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUIJIAN
FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (UU CIPTA KERJA),”
WEBINAR HAK UJI MATERIIL PADA BAB PENJELASAN UNDANG-UNDANG LANDASAN DAN AKIBAT
HUKUMNYA, 2023.

15 Basuki Rekso Wibowo, “Masalah Kompetensi, Independensi, Integritas, Dan Imunitas Arbiter,” BANI
Arbitration and Law Journal 2, no. 1 (2025): 14-37, https://doi.org/https://doi.org/10.63400/balj.v2i1.26.
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merupakan instrumen penting untuk menjaga agar partai politik sebagai pilar demokrasi tetap beroperasi
dalam koridor konstitusi dan tidak mengancam ideologi negara serta persatuan nasional. Sementara itu,
kewenangan MK untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden
dan/atau Wakil Presiden menegaskan bahwa tidak seorang pun, termasuk kepala negara, berada di atas
konstitusi dan hukum.

Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Quasi-legislative

Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga supremasi
konstitusi, dalam praktiknya MK juga menghadapi problematika serius yang dapat mengancam
legitimasinya sendiri. Salah satu problematika yang paling kontroversial adalah kecenderungan MK untuk
mengeluarkan putusan yang bersifat quasi-legislative, yaitu putusan yang tidak sekadar membatalkan
suatu norma undang-undang yang inkonstitusional (negative legislature), tetapi juga menciptakan norma
hukum baru atau mengubah norma yang sudah ada sebagaimana yang seharusnya menjadi ranah kekuasaan
legislatif (positive legislature). Putusan MK yang bersifat additive (menambah kata atau frasa dalam
undang-undang) dan interpretative (memberikan tafsir yang mengikat terhadap suatu norma) telah menjadi
perdebatan hangat di kalangan ahli hukum tata negara.'® Di satu sisi, putusan semacam ini dianggap perlu
ketika pembentuk undang-undang lalai atau tidak responsif terhadap perkembangan kebutuhan hukum
masyarakat, sehingga MK harus bertindak untuk mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) demi
melindungi hak-hak konstitusional warga negara.'” Pendukung judicial activism berargumen bahwa dalam
sistem constitutional review yang bersifat konkret (per kasus), MK tidak dapat menghindari untuk
menciptakan norma baru karena jika hanya membatalkan norma tanpa memberikan pengganti, justru akan
menimbulkan kekosongan hukum yang lebih berbahaya. Di sisi lain, putusan quasi-legislative dinilai
sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) karena MK
telah mengambil alih fungsi legislasi yang secara konstitusional merupakan wewenang DPR bersama
Presiden. Kritik ini mengingatkan pada doktrin judicial restraint yang menekankan bahwa hakim
sebaiknya tidak menggantikan peran pembentuk undang-undang, kecuali dalam keadaan yang sangat luar
biasa dan terbatas.

Kontroversi ini mencapai puncaknya ketika MK mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-
XX1/2023 tentang pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum. Dalam putusan yang diambil tidak secara bulat oleh sembilan hakim konstitusi (dengan
perbandingan suara 5 berbanding 4), MK menyatakan bahwa syarat usia minimal calon presiden dan calon
wakil presiden tidak lagi mutlak 40 tahun, tetapi dapat dipenuhi dengan syarat alternatif yaitu pernah atau
sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
Putusan ini secara efektif membuka pintu bagi calon di bawah usia 40 tahun untuk maju dalam pemilihan
presiden dan wakil presiden asalkan telah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat negara
lainnya yang dipilih melalui pemilu. Kritik utama terhadap putusan ini bukan hanya pada substansinya
yang dinilai politis (karena pada saat itu terdapat tokoh tertentu di bawah 40 tahun yang sedang menjadi
kepala daerah dan berpotensi maju sebagai calon presiden), tetapi pada metode penafsiran yang digunakan
oleh MK. Para hakim konstitusi yang sebelumnya dalam putusan-putusan terdahulu, misalnya Putusan MK
Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 29/PUU-XVII/2019, secara tegas menyatakan bahwa
pengaturan syarat usia capres-cawapres merupakan open legal policy yang sepenuhnya menjadi

16 Dian Agung Wicaksono and Bimo Fajar Hantoro, “PEMAKNAAN PUTUSAN PLURALITAS DALAM
SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
90/PUU-XX1/2023,” Jurnal Yudisial 17, no. 2 (2024): 147-66, https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v17i2.702.

17 Wahyudi Wahyudi and Angel Dina, “Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Pertambangan Di
Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan,” Indonesian Journal of Economics and Law (IJEL) 1, no. 1 (2025):
5-1e.
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kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), tiba-tiba berbalik pendapat dan
mengabulkan permohonan dengan alasan yang dianggap tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat.
Dalam putusan sebelumnya, MK bahkan menolak permohonan serupa dengan alasan bahwa tidak ada
jaminan konstitusional bahwa seseorang yang berusia di bawah 40 tahun memiliki kapasitas yang sama
dengan yang berusia di atas 40 tahun. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa MK telah terjebak dalam
praktik judicial activism yang membahayakan integritas lembaga peradilan konstitusi itu sendiri. Para ahli
hukum tata negara seperti Margarito Kamis, Refly Harun, dan banyak akademisi lainnya menilai bahwa
putusan ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang karena MK tidak memiliki dasar konstitusional
untuk mengubah syarat usia yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang sebagai political question.'*

Tidak hanya Putusan Nomor 90/PUU-XX1/2023, sebenarnya praktik quasi-legislative MK sudah
terjadi jauh sebelumnya.'” Misalnya, dalam Putusan MK Nomor 22-24/PUU-V1/2008 tentang presidential
threshold (ambang batas pencalonan presiden), MK tidak membatalkan norma ambang batas 20% kursi
DPR atau 25% suara nasional, tetapi memberikan tafsir bahwa ambang batas tersebut harus dihitung
berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, bukan berdasarkan kehendak partai politik. Dalam Putusan Nomor
100/PUU-X/2012 tentang ceiling kampanye, MK menambah kata-kata baru dalam undang-undang yang
sebelumnya tidak ada. Contoh paling klasik adalah Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 tentang pengujian
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), di mana MK menambahkan frasa "dan/atau
penghinaan" yang tidak terdapat dalam teks undang-undang asli. Fenomena ini menunjukkan bahwa MK
secara sistematis cenderung melampaui batas negative legislature menuju positive legislature. Di
Jerman, Bundesverfassungsgericht juga dikenal mengeluarkan putusan appellentscheidung (putusan yang
mengimbau legislatif untuk membuat undang-undang baru), tetapi jarang menciptakan norma secara
langsung kecuali dalam keadaan luar biasa dan dengan argumentasi yang sangat hati-hati. Demikian pula
di Korea Selatan, Constitutional Court cenderung menggunakan decision of
unconstitutionality (pembatalan total) daripada conditional unconstitutionality yang berisi norma baru.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa MK Indonesia relatif lebih berani (atau lebih agresif) dalam
melakukan judicial lawmaking, yang dapat mengundang risiko besar terhadap prinsip demokrasi karena
hakim konstitusi yang tidak dipilih oleh rakyat (tidak memiliki legitimasi demokratis langsung) bertindak
seolah-olah sebagai wakil rakyat.?

Kritik yang lebih fundamental muncul terkait dengan tidak adanya mekanisme pengawasan
terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Seorang pengamat politik (banyak yang merujuk
pada pernyataan Mahfud MD atau Denny Indrayana) menyatakan dengan tegas bahwa putusan MK bersifat
final dan mengikat, tetapi tidak memiliki challenger. Ketika sembilan hakim MK memutus suatu perkara,
tidak ada lembaga yang dapat membanding atau menyeimbangi putusan tersebut. Kondisi ini menimbulkan
kekhawatiran bahwa MK dapat bertindak sewenang-wenang karena tidak ada check and balances terhadap
kekuasaannya. Dalam literatur hukum tata negara, hal ini disebut sebagai the problem of finality, yakni
ketika putusan constitutional court tidak dapat diajukan banding, maka satu-satunya pengawas adalah
mekanisme non-yudisial seperti opini publik, tekanan politik, atau bahkan amandemen konstitusi. Namun,
amandemen konstitusi di Indonesia memerlukan prosedur super-mayoritas yang sangat sulit, sehingga
hampir tidak mungkin digunakan untuk membatalkan putusan MK yang keliru. Di beberapa negara seperti
Jerman, meskipun putusan Bundesverfassungsgericht juga bersifat final, terdapat

"8 Tri Sulistyowati, M Imam Nasef, and Ali Rido, “Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian
Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan Constitutional Compliance on The,” Jurnal
Konstitusi 17 (2020): 700-728, https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ad8p7x10.

19 Sulistyowati, Nasef, and Rido.

20 [ja Wahyudi; Suntana, “Comparison of Legal Maxims in Common Law and Islamic Law: Similarities and
Differences in Dispute Resolution,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 14, no. 2 (2025): 425-58,
https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.14.2.2025.425-458.
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mekanisme Verfassungsbeschwerde (aduan konstitusional) yang dapat diajukan kembali dalam kasus-
kasus tertentu, serta kemungkinan untuk mengubah undang-undang yang
mengatur Bundesverfassungsgericht sebagai respons atas putusannya. Di Indonesia, mekanisme serupa
tidak ada. Terlebih lagi, dalam kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi,
majelis kehormatan dibentuk oleh hakim MK sendiri (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau
MKMK), sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan. Kasus pelanggaran etik berat yang menjerat
mantan Ketua MK Anwar Usman pada tahun 2023 yang lalu membuktikan bahwa MKMK dapat bekerja
secara independen, tetapi publik tetap mempertanyakan apakah pembentukan MKMK oleh dan dari hakim
MK sendiri tidak menimbulkan bias. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya mekanisme recall terhadap
hakim konstitusi, karena hakim MK hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme yang kompleks dan
memerlukan keterlibatan DPR dan Presiden, yang secara politis sangat sulit dilakukan (Pasal 29 Undang-
Undang MK mensyaratkan pemberhentian tidak hormat melalui usul Mahkamah Agung atau MKMK,
kemudian diputus oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR). Hal ini menempatkan MK pada posisi
yang sangat kuat tanpa pengawasan yang memadai, sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan
kekuasaan. Berbagai usulan perbaikan telah diajukan, antara lain: membuka ruang judicial review terhadap
putusan MK dalam bentuk extraordinary review untuk kasus tertentu (misalnya adanya new
fact atau novum yang sangat krusial), membentuk pengadilan etik yang independen di luar struktur MK,
serta menerapkan sunset clause bagi putusan-putusan MK yang bersifat quasi-legislative agar secara
otomatis berakhir setelah periode tertentu jika legislatif tidak mengadopsinya menjadi undang-undang.
Namun demikian, hingga saat ini tidak ada satupun usulan tersebut yang diadopsi, sehingga problematika
putusan quasi-legislative MK tetap menjadi ancaman serius bagi supremasi konstitusi itu sendiri

Dinamika Politik, Independensi Hakim, dan Masa Depan Supremasi Konstitusi

Tantangan paling serius yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi
adalah tekanan politik yang dapat memengaruhi independensi hakim konstitusi. Sebagai lembaga
peradilan, independensi hakim merupakan conditio sine qua non (syarat mutlak) bagi tegaknya keadilan
konstitusional. Namun, mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang melibatkan tiga lembaga politik
Mahkamah Agung mengusulkan tiga hakim, DPR mengusulkan tiga hakim, dan Presiden mengusulkan
tiga hakim secara inheren membawa risiko bahwa preferensi politik dapat memengaruhi proses seleksi dan
pengangkatan. Seorang hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR tentu tidak dapat sepenuhnya
diharapkan bebas dari pengaruh politik partai yang mengusulkannya, mengingat DPR adalah lembaga
politik yang sangat terstruktur berdasarkan garis partai. Dinamika ini sangat terlihat dalam penanganan
perkara-perkara yang bersentuhan dengan kepentingan politik, termasuk putusan tentang batas usia capres-
cawapres dan putusan tentang sistem pemilu. Dalam perkara-perkara semacam itu, publik sering kali
mempertanyakan apakah putusan MK didasarkan pada argumentasi hukum yang murni atau dipengaruhi
oleh kepentingan politik para elit.?!

Tantangan lainnya berasal dari adanya disintegrasi kewenangan judicial review antara Mahkamah
Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap
UUD 1945, sementara Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang yang lebih tinggi. Meskipun secara teoretis pembagian
kewenangan ini jelas, dalam praktiknya sering menimbulkan ketidakpastian hukum ketika suatu peraturan
perundang-undangan diuji di kedua lembaga secara bersamaan dengan argumentasi yang tumpang tindih.
Lebih jauh, publik seringkali bingung harus mengajukan keberatan konstitusionalitas suatu produk hukum
ke lembaga mana, terutama ketika norma yang dipersoalkan terkait dengan undang-undang sekaligus

2l Anita Anita and Sidi Ahyar Wiraguna, “Etika Hakim Dalam Mahkamah Konstitusi: Tantangan,
Pelanggaran, Dan Strategi Reformasi Pengawasan Etik,” PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 4,
no. 4 (2025): 5894-5900, https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v4i14.9599.
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peraturan pelaksanaannya. Disintegrasi kewenangan ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan
menghambat upaya penegakan hukum di Indonesia, bahkan dapat mencederai hak-hak konstitusional
warga negara yang scharusnya dijamin perlindungannya. Diperlukan harmonisasi dan koordinasi yang
lebih baik antara kedua lembaga peradilan ini untuk memastikan bahwa sistem judicial review di Indonesia
berjalan secara efektif dan efisien.

Ke depan, masa depan supremasi konstitusi di Indonesia sangat bergantung pada seberapa jauh
Mahkamah Konstitusi mampu mempertahankan independensi, integritas, dan konsistensinya dalam setiap
putusan. Penegasan batas-batas kewenangan MK melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
menjadi penting untuk mencegah terjadinya perluasan kewenangan secara liar melalui penafsiran
konstitusi yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian, revisi undang-undang harus dilakukan dengan
hati-hati agar tidak justru melemahkan kewenangan MK dalam melakukan judicial review yang efektif.
Peningkatan integritas hakim konstitusi melalui penguatan kode etik dan mekanisme pengawasan yang
lebih transparan dan akuntabel juga menjadi kebutuhan mendesak. Publik harus memiliki akses untuk
melaporkan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi kepada lembaga pengawas yang independen, bukan
kepada majelis kehormatan yang dibentuk oleh hakim MK sendiri. Selain itu, diperlukan juga peningkatan
kesadaran konstitusional masyarakat (constitutional awareness) agar publik tidak hanya mengandalkan
MK sebagai satu-satunya penjaga konstitusi. Masyarakat yang sadar konstitusi akan secara aktif mengawal
setiap kebijakan negara dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran konstitusional melalui mekanisme
yang tersedia. Penguatan mekanisme checks and balances antarlebaga negara juga menjadi kunci untuk
memastikan bahwa tidak ada lembaga, termasuk MK, yang berada di atas konstitusi. Putusan MK memang
bersifat final dan mengikat, tetapi konstitusi itu sendiri—bukan MK—adalah hukum tertinggi. Oleh karena
itu, setiap putusan MK harus selalu berlandaskan pada interpretasi yang bertanggung jawab atas UUD
1945, bukan pada kehendak subjektif para hakim.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa
Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat sentral dan multidimensional dalam menjaga
supremasi konstitusi di Indonesia melalui lima kewenangan konstitusionalnya, dengan judicial
review sebagai instrumen paling strategis untuk memastikan seluruh produk hukum nasional tidak
bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, dalam menjalankan perannya tersebut, MK
menghadapi tantangan sistemik yang serius, terutama terkait dengan kecenderungan
mengeluarkan putusan yang bersifat quasi-legislative yang berpotensi melampaui batas
kewenangan yudisial serta mengaburkan prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif
dan yudikatif. Selain itu, independensi hakim konstitusi yang terancam oleh dinamika politik,
lemahnya mekanisme pengawasan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat tanpa
adanya check and balances yang efektif, serta disintegrasi kewenangan judicial review antara MK
dan Mahkamah Agung menjadi problematika fundamental yang harus segera diatasi agar
supremasi konstitusi dapat ditegakkan secara konsisten. Untuk itu, penguatan kelembagaan MK
melalui penegasan batas kewenangan dalam revisi undang-undang, peningkatan integritas dan
profesionalisme hakim konstitusi melalui mekanisme seleksi yang lebih transparan serta
pengawasan etik yang independen, peningkatan kesadaran konstitusional masyarakat, dan
penguatan mekanisme checks and balances antarlebaga negara merupakan langkah-langkah
strategis yang harus segera diimplementasikan untuk memastikan bahwa supremasi konstitusi
tidak hanya menjadi slogan normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan
negara yang demokratis dan berkeadilan.
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